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ABSTRAK 
 
ALFAKA DWI TOLA SAMSON (B 111 08 788), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Secara Tertulis (Studi Kasus Putusan No. 915/PID.B/2012/PN.MKS)”, 
dibawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan 
Bapak Kaisaruddin Kamaruddin sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik secara 
tertulis pada putusan Nomor 915/PID.B/2012/PN.MKS dan untuk 
mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran 
nama baik secara tertulis pada putusan Nomor 915/PID.B/2012/PN.MKS. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan penelitian pustaka (library research), teknik analisis data 
yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun 
sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, 
yaitu: (1) Bahwa penyusun tidak sependapat dengan penerapan hukum 
yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang 
memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang 
dimana unsur-unsurnya masih belum tepat sehingga sebaiknya 
menggunakan dakwaan alternatif yakni Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagai 
dakwaan primair dan Pasal 310 Ayat (2) KUHP sebagai dakwaan 
subsidair. (2) sebaiknya hakim lebih mendalami kasus ini dalam 
melakukan pertimbangannya sehingga dalam pertimbangan hukum oleh 
hakim, ada tidak tidaknya tuduhan terdakwa dapat terbukti dengan tepat. 
 
Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Secara Tertulis, dan KUHP. 
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KATA PENGANTAR 
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Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kekuatan dan tuntunan, 
olehnya rasa syukur kepada-Nya merupakan kosekuensi yang terlekat 
pada sikap yang demikian itu. 
Begitu pula, dalam penyelesaian Skripsi ini, sebagai insan Tuhan, 
Kami yakin tanpa berkah-Nya, niscaya tulisan ini dapat diselesaikan, 
untuk-Nya puji dan syukur teriring dari lubuk hati. 
Kami menyadari bahwa tiada seorangpun dapat mencukupi secara 
selengkapnya kebutuhannya sendiri dan karena itu sudah tentu bahwa 
tanpa bantuan dan dorongan pihak lain, maka penulisan ini tidak mungkin 
akan terselesaikan, sehingga salah satu jalan yang ditempuh dalam usaha 
penyelesaian penulisan Skripsi ini, dan segalanya dapat terselesaikan. 
Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan dengan hati ikhlas. 
Dengan rasa rendah hati kami sampaikan terima kasih kepada 
Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum, dengan seluruh 
civitas academica yang berada dibawah naungannya terutama kepada 
Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program 
Studi Hukum, seluruh Guru Besar, para Dosen, yang telah mengantarkan 
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bimbingan dan petunjuk Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H.,M.H. 
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juga keluarga beliau yang tidak bosan-bosanya menerima kami dan 
memberi petunjuk-petunjuk, ucapan terima kasih pula kami ucapkan 
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haturkan pula banyak terima kasih. 
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persatu, untuknya kami haturkan banyak terima kasih. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan masyarakat sebagai mahluk sosial, pergaulan 
merupakan suatu proses interaksi yang saling membutuhkan, itulah salah 
satu arah dan tujuan pembangunan nasional yang berlansung hingga saat 
ini, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang memahami hak 
dan kewajibannya dalam tatanan kehidupan yang saling menghormati 
satu sama lainnya, namun dari kenyataannya dalam interaksi kehidupan 
masyarakat tidak jarang terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan 
perbedaan-perbedaan pendapat yang memicu timbulnya konflik maupun 
pertentangan, baik itu antar perorangan maupun kelompok yang berakibat 
terganggunya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Nampaknya dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat  tidak 
jarang dijadikan alasan untuk saling menyerang kepentingan hukum atau 
hak konstitusi orang lain dengan jalan memfitnah dan mencemarkan nama 
baik, sebagai bentuk pelampiasan atau rasa jengkel dari adanya 
perbedaan pendapat, bukannya melakukan upaya hukum untuk 
mempertahankan hak konstitusinya untuk mendapatkan keadilan atas 
sebuah perbuatan pencemaran nama baik yang merugikannya, akan 
tetapi malah sebaliknya menyerang kepentingan orang/pihak ataupun 
kelompok yang memfitnah atau mencemarkan nama baiknya. 
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Belakangan ini, masalah fitnah dan pencemaran nama baik 
khususnya dalam hukum pidana, banyak menjadi sorotan, baik dalam 
rumusannya maupun dalam prakteknya, dalam usaha Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang kini berusaha menyusun suatu 
rancangan undang–undang hukum pidana baru, yang diharapkan dapat 
mengatasi kelemahan dan kekurangan khususnya fitnah dan pencemaran 
nama baik dalam KUHP yang baru nantinya, karena KUHP yang berlaku 
sekarang ini masih merupakan produk hukum zaman penjajahan Belanda, 
yang pengaturan didalamnya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
UUD 1945, maupun situasi dan kondisi masyarakat saat ini. 
Salah satu kondisi pasal yang ada dalam KUHP produk hukum 
zaman penjajahan Belanda adalah Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 
KUHP, situasi dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang 
ini maka dapatlah dimaklumi dengan pembatalan Pasal 134, Pasal 136, 
dan Pasal 137 KUHP (pasal penghinaan presiden) pada tanggal 6 
Desember 2006 Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatalan pasal-
pasal tersebut, dengan alasan karena bertentangan dengan UUD 1945. 
Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih 
memuat pasal-pasal yang mengurangi kebebasan mengekspresikan 
pikiran, pendapat, dan kebebasan akan informasi (Leden Marpaung, 
2010:1). 
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Khusus tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 
310 sampai Pasal 321 KUHP masih tetap dipertahankan. Penghinaan ini 
dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, 
maupun mengaduh secara memfitnah. Yang hampir di seluruh dunia, 
pasal-pasal yang terkait penghinaaan masih dipertahankan. Alasannya, 
hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character 
assassination dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 
Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik 
dengan lisan atau tulisan, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum 
dan praktisi jurnalistik. Aturan itu, dinilai banyak menghambat kebebasan 
berekspresi dan menyampaikan pendapat dimasyarakat, terlebih lagi 
dianggap dapat mengahambat kerja khususnya bagi wartawan dalam 
menyampaikan informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga dinilai 
bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang dirumuskan: 
“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 
Dalam pasal yang sama, konstitusi Negara menjamin kemerdekaan 
setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta 
komunikasi melalui segala jenis media yang tersedia. 
Kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal di atas, banyak 
digunakan oleh masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di muka 
umum dan melakukan kritik terhadap pemerintah sebagai wujud kontrol 
sosial. Akan tetapi, terkadang sebaliknya masyarakat dalam 
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mengeluarkan atau menyampaikan pendapat justru merugikan pihak lain. 
Kebebasan yang dijamin oleh konstitusi justru digunakan untuk 
menyerang pihak-pihak yang tidak disukai dan mengakibatkan nama baik 
atas kehormatan sesorang tercemar. Tindakan yang dilakukan biasanya 
pemberitaan palsu secara mengadu, baik yang ditujukan kepada 
pemerintah setempat mapun yang dimuat di media cetak atau elektronik. 
Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan, tindakan yang dilakukan oleh seorang warga yang melakukan 
tindakan pencemaran nama baik secara tertulis yang dilakukan di sekitar 
lingkungan rumah tangganya. Akibat dari perbuatan tersebut, pihak yang 
menjadi korban pencemaran nama baik merasa dirugikan karena nama 
baiknya telah tercemar di kalangan masyarakat di lingkungannya. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka Penyusun tertarik untuk 
mengkajinya dan menuangkan dalam suatu skripsi hukum yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Secara Tertulis (Studi Kasus Putusan Nomor: 915/Pid. B/2012/PN. 
Mks)”. 
 
 
 
 
5 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap terdakwa tindak 
pidana pencemaran nama baik secara tertulis dalam perkara 
dengan Putusan Nomor: 915/Pid. B/2012/PN. Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan secara tertulis 
dalam perkara dengan Putusan Nomor: 915/Pid. B/2012/PN. Mks? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penelitian ini ada bertujuan untuk: 
1. Mengetahui penerapan hukum terhadap terdakwa pencemaran 
nama baik secara tertulis dalam perkara dengan Putusan Nomor: 
915/Pid. B/2012/PN. Mks. 
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik secara 
tertulis dalam perkara dengan Putusan Nomor: 915/Pid. B/2012/PN. 
Mks. 
Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat: 
1. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas tentang perlindungan 
hukum bagi seseorang yang menjadi korban pencemaran nama 
baik, khususnya pencemaran nama baik secara tertulis. 
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2. Menjadi bahan pengetahuan tentang modus baru yang digunakan 
oleh seseorang untuk mencemarkan nama baik orang lain dengan 
dialih fungsi kontrol masyarakat kepada pemerintah. 
3. Memberikan manfaat bagi kalangan akademik yang konsentrasi 
tentang permasalahan sosial yang berhubungan dengan 
pencemaran nama baik, dalam hal ini secara tertulis, yang tentu 
menjadikannya sebagai bahan bacaan tentang pencemaran nama 
baik dan jenis-jenisnya. 
4. Menjadikan masukan bagi Pemerintah dan instansi yang terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana merupakan 
beberapa istilah dari penerjemahan istilah “strafbaar feit” ke dalam bahasa 
Indonesia. Dari segi bahasa, istilah strafbaar feit tediri dari tiga kata, yakni 
straf  berarti hukuman (pidana), baar  berarti dapat (boleh), dan feit berarti 
peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang 
dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sudah barang 
tentu tidak tepat, oleh karena suatu saat nanti akan diketahui bahwa yang 
dapat dipidana itu sebenarnya manusia sebagai pribadi/subjek dan bukan 
kenyataan, peristiwa atau perbuatannya. 
Berikut ini adalah beberapa pengertian strafbaar feit dari para ahli 
(Lamintang, 1997:181) : 
a. Hazewikel Suringa: strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia 
yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan 
hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan 
oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 
bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang. 
b. Simons: strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan 
dengan suatu tindakan yang dapat melanggar hukum. 
c. Vos: strafbaar feit adalah suatu tindakan kelakuan (gedraging) 
manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan 
pidana. 
d. Pompe: memberikan batasan pengertian strafbaar feit yaitu suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan  
sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. 
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Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan 
umum. 
e. Moeljatno: menerjemahkan strafbaar feit menjadi perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemindanaan bagi 
barang siapa  yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga 
dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. 
f. Roeslan Saleh: memberikan batasan perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang 
dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan 
pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. 
g. R.Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan 
lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan. 
h. Rusli Efendy: memberi batasan dengan mempergunakan istilah 
peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan 
pidana oleh hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat). 
i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli 
hukum pidana Belanda yang memberi pengertian strafbaar feit, 
yakni menurut Simons bahwa strafbaar feit terjemahan peristiwa 
pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitkan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran 
norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum 
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh 
pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana  (Wirjono 
Prodjodikoro, 2003:1). 
Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan 
dilakukannya suatu perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu 
harus ada kesalahan-kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan 
ada pula asas hukum yang tidak tertulis. Seperti yang dikenal dalam istilah 
“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. 
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Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan 
saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. 
Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah 
diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan 
batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak 
pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain hal dengan 
strafbaar feit  yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan. 
Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris criminal act 
(Andi Hamzah, 2005:32) dengan alasan:  
a. Bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan 
kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh 
hukum. 
b. Karena criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban 
pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility juga untuk 
dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan 
pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt). 
Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih 
abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan 
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 
ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 
tersebut. 
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Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh 
karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat 
dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang 
erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian  
abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya 
kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang 
menimbulkan kejadian tersebut (Moeljatno, 2002:54). 
Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari segi teoritik 
terhadap suatu tindak pidana itu sendiri yang terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif. 
Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan 
dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang 
dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian 
objektif disini adalah tindakannya. 
Sedangkan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang 
terkandung di dalam hati dan pikirannya. 
Menurut (Lamintang, 1997: 193), unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus dan culpa); 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud di dalam  Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal 340 KUHP; 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana, maka 
penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang bestanddelen 
van het delict atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik 
dan apa yang disebut dengan elementen van het delict atau ketentuan-
ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus 
dipandang sebagai asas-asas. 
12 
 
Menurut (Lamintang, 1997:196) elementenvanhetdelicht adalah 
ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik 
melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-
asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang 
juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, 
yakni: 
a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau 
sesuatu akibat terhadap pelakunya; 
b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan 
yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan; 
c. Hal  dapat dipersalahkannaya sesuatu tindakan atau suatu akibat 
kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tesebut telah ia 
lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan 
ataupun unsur kesengajaan; 
d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum; 
Hal mengenai dapat dipertanggungjawabkannya pelaku maka 
dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan 
ayat (2) KUHP yang dirumuskan: 
“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,  tidak dipidana; 
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu 
karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 
dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu 
percobaan.” 
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Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa 
berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya 
karena : 
a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata 
geestvermogens yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya 
adalah idiot, imbicil. 
b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang 
tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa 
setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu misalnya pernah 
mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. 
Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata 
Ziekelijkstoringderverstandelijkvermogens. Yang dapat masuk 
dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsy, dan bermacam-macam 
penyakit jiwa lainnya. 
Di dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa 
seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan 
apabila (Rusli Effendy, 1986:134) : 
a. Keadaan jiwa orang itu sedimikian rupa sehingga tidak dapat 
mengerti harga serta nilai dari perbuatannya; 
b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang 
dilakukan; 
c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang. 
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Seseorang yang mabuk karena minuman keras tidak termasuk 
dalam ukuran tersebut di atas karena sebelumnya ia telah mengetahui 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras 
tersebut. Utrecht berpedapat bahwa meskipun orang mabuk tidak jauh di 
bawah Pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai karena tidak 
adanya unsur sengaja, sedangkan Pompe berpendapat bahwa orang 
tersebut harus dikenai pidana karena ia sudah dapat menduga 
sebelumnya akibat dari pemakaian minuman keras tersebut (Rusli 
Effendy, 1986:150). 
Terkait dengan pemabuk tadi, menurut Achmad Ali (2010:298) 
bahwa harus dibedakan antara kesadaran hukum dengan ketidaktaatan 
hukum. Seseorang pemabuk adalah orang  yang sadar hukum namun 
bentuk kesadaran hukumnya adalah dengan tidak menaati hukum itu. 
Artinya seorang pemabuk sadar bahwa perbuatan demikian adalah 
terlarang oleh hukum dan membawa akibat yang juga dilarang oleh 
hukum, namun ia tetap melakukan perbuatan demikian sehingga ia tidak 
termasuk dalam kategori Pasal 44 KUHP dan dapat dijatuhi sanksi pidana. 
Istilah melawan hukum atau wederrechtelijk itu sendiri oleh berbagai 
pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah 
membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah 
wederrechtelijk itu sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham 
positif yang telah mengartikan wederrechtelijk itu sebagai instridjmet het 
recht atau bertentangan dengan hukum yakni misalnya paham dari 
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Simons atau mengartikan sebagai met krenking van eens anders recht 
atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. 
Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan 
wederrechtelijk sebagai niet steunend op het recht atau tidak berdasarkan 
hukum ataupun sebagai zonder bevoegheid atau tanpa hak yakni 
misalnya paham dari Hoge Raad. (Lamintang, 1997:347). 
Schaffmeister (Andi Hamzah, 2007:129) membedakan pengertian 
melawan hukum ke dalam empat kelompok : 
a. Sifat melawan hukum secara umum; 
b. Sifat melawan hukum secara khusus; 
c. Sifat melawan hukum secara formal; 
d. Sifat melawan hukum secara materiil 
Sifat melawan hukum secara umum maksudnya ialah semua delik, 
tertulis ataupun tidak tertuis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, 
harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pasal 338 KUHP 
(pembunuhan) tidak ada bagian inti (bestanddeel) sebagai bagian inti delik 
karena “merampas nyawa’ dengan sendirinya melawan hukum. 
Maksud melawan hukum secara khusus ialah yang secara tegas 
mencantumkan “melawan hukum” sebagai inti (bestanddeel) delik. 
Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat 
dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya  “melawan hukum”. Jika tidak 
dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (vrijspraak). 
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Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal ialah apabila 
seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan 
sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. 
Sementara itu, melawan hukum secara materiil mempunyai arti 
bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, 
tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di 
dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan 
hukum. 
Selanjutnya adalah bestanddelen va het delict atau yang menjadi 
bagian dari inti delik. Bagian inti (bestanddelen) dari suatu delik adalah 
bagian yang secara tegas disebutkan dalam rumusan delik. Van 
Bemmelen menjelaskan bestanddelen atau bagian-bagian inti delik itu 
adalah (Lamintang, 1997 194) : 
a. Terdapat di dalam rumusan delik; 
b. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat dakwaan; 
c. Harus dibuktikan di depan persidangan; 
d. Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, 
maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata lain 
hakim harus menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak). 
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B. Pengertian Delik Aduan dan Jenis-jenis Delik Aduan 
1. Pengertian Delik Aduan 
Pemrosesan suatu perkara pidana digolongkan pada jenis deliknya. 
Terdapat dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara 
tersebut, yaitu delik biasa dan delik aduan. Dalam delik biasa perkara 
pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang 
dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya 
kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk 
memproses perkara tersebut. 
Delik aduan (klacht delict), jika ditinjau dari arti kata klacht atau 
pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan 
setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan 
terhadap orang tertentu. Jadi delik aduan adalah perbuatan pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang 
terkena atau yang dirugikan. 
Jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada 
pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. 
Mr. Drs. E. Utrecht menjelaskan dalam bukunya Hukum Pidana II, bahwa 
penuntutan dalam delik aduan tergantung pada persetujuan dari yang 
dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat 
mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara 
mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pengaturan delik aduan tidak 
terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam 
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Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan 
delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan 
yang dimaksud sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak 
mengajukan pengaduan tersebut. 
Pembentuk undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya 
suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut Von 
Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif 
pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang 
yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada 
kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (Memori van 
Teolichting), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik 
tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya 
penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan 
kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari 
orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah 
tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah 
seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh 
penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah 
merasa dirugikan. 
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2. Jenis-jenis Delik Aduan 
Delik aduan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : 
a. Delik Aduan Absolut (Absolute Klacht Delict) 
Delik aduan absolut adalah suatu delik yang hanya dapat dikenai 
penuntutan oleh penuntut umum apabila ada pengaduan dari pihak yang 
dirugikan. Dan yang diadukan tersebut sifatnya hanyalah perbuatannya 
atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang 
melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara 
pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini 
mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-
pisahkan/ onsplitbaar. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah 
delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan 
voorwaarde van vervolgbaarheir atau merupakan syarat agar pelakunya 
dapat dituntut. 
Contoh : A dan B adalah suami istri. B berzinah dengan C dan D. 
dan A hanya mengadukan B telah melakukan perbuatan perzinahan. 
Namun, karena tidak dapat dipisahkan/ onsplitbaar maka tidak hanya B 
saja yang dianggap sebagai pelaku, tetapi setiap orang yang terlibat suatu 
perbuatan atau kejahatan yang bersangkutan yaitu C dan D secara 
otomatis (sesuai hasil penyelidikan) harus diadukan pula oleh A. 
Setidaknya delik perzinahan tidak dapat diajukan hanya terhadap dader/ 
mededader saja, melainkan harus keduanya dan pihak lain yang terlibat. 
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Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut 
seperti : 
 Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali 
penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang 
pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut 
dalam berdinas resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa 
menunggu aduan dari pejabat yang dihina. 
 Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan 
Pasal 332 KUHP). 
 Kejahatan membuka rahasia (Paal 322 KUHP)  
Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang 
termasuk dalam Delik Aduan Absolut adalah sebagai berikut : 
- Pasal 284 KUHP, tentang perzinahan. 
- Pasal 287 KUHP, bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang 
wanita berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya 
untuk kawin. 
- Pasal 293-294 KUHP, tentang perbuatan cabul.  
- Pasal 310-319 KUHP (kecuali pasal 316), tentang penghinaan. 
- Pasal 320-321 KUHP, penghinaan terhadap orang yang telah 
meninggal dunia. 
- Pasal 322-323 KUHP, perbuatan membuka rahasia. 
- Pasal 332 KUHP, melarikan wanita. 
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- Pasal 335 ayat (1) butir 2, tentang pengancaman terhadap 
kebebasan individu. 
- Pasal 485 KUHP, tentang delik pers. 
 
 
b. Delik Aduan Relatif (Relative Klach Delict) 
Delik aduan relatif adalah suatu delik yang awalnya adalah delik 
biasa, namun karena ada hubungan istimewa/ keluarga yang dekat sekali 
antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka 
sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika 
diadukan oleh pihak korban. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah 
delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu 
voorwaarde van vervolgbaarheir atau suatu syarat untuk dapat menuntut 
pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang 
dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Dalam delik 
ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan 
penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara 
tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat 
dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan 
relatif dapat dipisah-pisahkan/splitsbaar. 
Contoh : A adalah orang tua. B adalah anaknya. Dan C adalah 
keponakannya. B dan C bekerjasama untuk mencuri uang di lemari A. 
Dalam perkara ini jika A hanya mengadukan C saja maka hanya C sajalah 
yang dituntut, sedangkan B tidak. 
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Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa delik aduan relative ini seolah 
bisa memilh siapa yang ingin diadukan ke kepolisian. A karena orang tua 
dari B, maka ia tidak ingin anaknya yaitu B terkena hukuman pidana, dia 
hanya memilih C untuk diadukan, bisa karena dengan pertimbangan C 
bukanlah anaknya. Namun jka kita bandingkan dengan contoh kasus pada 
delik aduan absolut, dalam kasus perzinahan itu, walau si A hanya kesal 
dengan salah satu pelaku perzinahan itu, ia tidak bisa hanya mengadukan 
orang itu saja, karena bagaimanapun konsekuensinya, pihak lain yang 
terlibat juga dianggap sebagai pelaku. 
Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang 
termasuk dalam Delik Aduan Relatif, sebagai berikut : 
- Pasal 367 ayat (2) KUHP, tentang pencurian dalam keluarga. 
- Pasal 370 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman dalam 
keluarga. 
- Pasal 376 KUHP, tentang penggelapan dalam keluarga 
- Pasal 394 KUHP, tentang penipuan dalam keluarga. 
- Pasal 411 KUHP, tentang perusakan barang dalam keluarga. 
 
C. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan 
Berdasarkan pendapat (Leden Marpaung, 2010: 7), istilah tindak 
pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak 
pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sasaran atau objek 
delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni 
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melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih 
tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang 
menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik kehormatan 
seseorang. 
Demikian halnya dengan istilah penghinaan yang semua jenis 
kejahatan-kejahatan tersebut dirumuskan dalam Bab XVI buku II KUHP. 
Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dimuat semua unsur, baik bersifat objektif 
(perbuatan/objeknya), maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa 
sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan 
perbuatan). Pada kenyataannya, betul adanya semua kejahatan yang 
masuk penghinaan (Bab XVI buku II KUHP), maupun penghinaan khusus 
di luar Bab XVI KUHP memiliki sifat yang sama dengan kejahatan 
pencemaran. Memiliki sifat yang sama tidak sama artinya dengan memiliki 
unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik itu pada perbuatannya 
yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun 
kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan maupun yang ditujukan 
kepada akibat. Dicontohkan kepada “pengaduan fitnah” meskipun 
perbuatan materiilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) 
berbeda dengan perbuatan materiil pada pencemaran (menyerang 
kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan tersebut pada 
dasarnya sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan 
harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama 
baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat 
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dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama 
baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur 
mengenai kehormatan dan nama baik orang (Adami Chazawi, 2009: 4-5). 
Kejahatan penghinaan menurut Adami Chazawi (2009:87), dapat 
dibedakan menjadi: penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI buku II 
KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar Bab XVI buku II KUHP). 
Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat 
mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat 
pribadi). Sebaliknya, penghinaan khusus, objek penghinaan adalah 
rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama 
baik yang bersifat komunal atau kelompok. 
Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok 
penghinaan umum,yaitu: 
a. Pencemaran/Penistaan Lisan 
Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi 
pencemaran atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya 
dalam  Pasal 310 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut: 
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang 
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam 
karena pencemaran dengan pidana paling lama Sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus lima 
puluh ribu rupiah”. 
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b. Pencemaran/Penistaan tertulis 
Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran/penistaan 
tertulis rumusannya sebagai berikut: 
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang 
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, 
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
 
c. Fitnah 
Kejahatan fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista 
dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan 
tuduhan itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan 
itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum 
karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun” 
 
 
d. Penghinaan ringan 
Bentuk penghinaan ringan ada dalam Pasal 315 KUHP  yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan 
terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau 
tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau 
perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atu diterimakan 
kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
 
e. Pengaduan Fitnah 
Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan 
fitnah dalam Pasal 317 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
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“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh 
menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu 
kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga 
kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka 
dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. 
 
 
f. Menimbulkan persangkaan palsu 
Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat dalam 
Pasal 318 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
“Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan 
secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya 
melakukan suatu tindak pidana, diancam penjara paling lama 
empat tahun”. 
 
 
g. Penghinaan mengenai orang meninggal 
Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal 
dunia ada 2 (dua) macam, yaitu: 
1. Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang 
itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran 
tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP. Bentuk 
penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari 
pencemaran atau pencemaran tertulis. 
2. Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan 
perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan 
tulisan atau gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan 
nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1) KUHP. 
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Di atas telah diterangkan bahwa kejahatan penghinaan merupakan 
kejahatan yang menyerang rasa arti dari objek kejahatan yaitu mengenai 
perasaan harga diri yang berdasarkan kehormatan dan nama baik orang. 
Orang yang memiliki rasa atau perasaan seperti itu merupakan orang 
yang masih hidup tentu saja orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi 
memiliki rasa demikian. Tetapi perlulah dipahami bahwa kejahatan 
penghinaan terhadap orang mati sesungguhnya objek kejahatannya yang 
berupa rasa harga diri bukan pada orang yang sudah meninggal tersebut, 
melainkan perasaan harga diri dari keluarga yang ditinggalkan atau ahli 
warisnya mengenai diri almarhum itu sendiri (Adami Chazawi, 2009: 
150). 
D. Unsur-Unsur Penistaan Secara Tertulis 
Pada dasarnya unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP ini harus 
merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang 
dimana berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, 
maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut (Leden Marpaung, 2010: 
10-12): 
1. Dengan sengaja 
Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur 
subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku 
mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, pelaku menyadari 
mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap 
kehormantan atau nama baik orang lain. 
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Apakah pelaku tersebut bermaksud menista, tidak termasuk unsur 
“sengaja”. Sengaja di sini, tidak begitu jauh karena di sini tidak 
diperlukan “maksud begitu jauh”. Jadi, tidak diperlukan animus 
injurandi, sebagaimana dimuat oleh yurisprudensi berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37 K/Kr/1958 tanggal 21 
Desember 1957, dimana pemohon atau penuntut kasasi 
mengutarakan salah satu alasan atau keberatannya sebagai berikut: 
“Bahwa penuntut kasasi-kasasi tidak mempunyai maksud buat 
menghina Gubernur Abd. Hakim, maupun sebagai Pegawai 
Negeri maupun pribadi dari Gubernur Abd. Hakim.” 
 
Atas alasan atau keberatan penuntut atau pemohon kasasi, 
Mahakamah Agung berpendapat, sebagai berikut. 
Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh 
karena dalam tindak pidana menista dengan surat (smaad schrift) dan 
pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimulai dalam 
Buku II Bab XVI KUHP, tidak perlu adanya unsur animus injurandi, 
yakni niat untuk menghina. 
Dalam hal ini, perlu dibedakan antara “perbuatan” dan “akibat 
perbuatan”. Perbuatan disini, yakni menuduh melakukan suatu 
perbuatan tertentu, misalnya: 
- si A itu yang mencuri di rumah si R pada hari Minggu yang lalu, 
- si X itu, setiap hari melakukan pungutan liar di kantornya, dan  
- ibunya setiap malam menjual diri, dan lain-lain. 
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Bahwa dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa 
kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut 
merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelakau bukan mempunyai 
niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari dolus 
atau opzet. 
 
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain 
Kata “menyerang” di sini bukan berarti menyerbu  melainkan 
dimaksud dalam arti melanggar, sebagian pakar menggunakan 
“memerkosa” kehormatan dan nama baik. 
Dilain pengertian kata “menyerang” adalah  penyampaian ucapan 
(kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduh 
melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada kehormatan dan 
nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau 
martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan, 
karena perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, 
karena terhadap yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik 
melainkan perasaan mengenai nama baik orang. 
Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang 
diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik  karena 
perbuatannya atau kedudukannya. 
Kata “nama baik” juga diartikan pandangan yang baik oleh 
masyarakat terhadap sesorang. Yang didasari pada pandangan atau 
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penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam 
hubuingan pergaulan hidup bermasyarakat. 
 
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu 
Kata :perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa 
Belanda: bepaald feit dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan 
tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika 
tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka 
perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), 
misalnya: kau pembohong, kau pencuri dan penipu, dan sebagainya. 
 
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum 
Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena 
harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan…”, misalnya: 
diberitakan kepada satu orang di depan umum, dengan suara yang 
dapat didengar orang lain. 
Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika 
tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gossip dari mulut ke mulut 
dan tidak didengar orang lain, tentu pembuktiannya akan sulit. 
 
5. Dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan 
atau ditempelkan di muka umum 
Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar digunakan 
istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan 
pilihan kata-kata menterjemahkan, yakni kata smaadschrift yang dapat 
31 
 
diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir 
bersamaan. Dalam hal ini, Rancangan KUHP Tahun 2012 
menggunakan istilah “penistaan tertulis”. 
Penistaan tertulis ada kalanya memerlukan kecermatan untuk 
membedakan dengan pengutaraan pendapat atau pernyataan 
pendapat, misalnya: si A yang mengerjakan jalan-jalan di daerah Y, 
semrawut. A selalu mengerjakan jalan-jalan selama ini tidak benar. 
Kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa Belanda atas kata 
verspreid yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan”. Tulisan 
atau gambar lebih tepat menggunakan terjemahan “disebarkan”. Jika 
dibandingkan dengan rumusan Rancangan KUHP Tahun 2012, 
rumusan juga tidak berbeda. Pasal 537 ayat (2) Rancangan KUHP 
Tahun 2012 yang dirumuskan sebagai berikut: 
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak 
pidana dipidana karena penistaan tertulis, dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 
Kategori III.” 
“Disebar “ atau disiarkan mengandung arti bahwa tulisan atau 
gambar tersebut, lebih dari satu helai atau satu eksemplar. 
“Dipertunjukkan” dimaksud bahwa tulisan atau gambar, tidak perlu 
jumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata 
“disiarkan, dipertujukkan atau ditempelkan” semua bermakna agar 
dibaca atau dilihat orang lain. Jika suatu gambar ditempel di ruangan 
tertutup, maka hal itu bukan dimaksudkan untuk diketahui orang lain, 
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atau dipertunjukkan untuk umum karena ruangan tertutup berarti tidak 
dapat dimasuki setiap orang atau umum  (Leden Marpaung,2010:13-
14). 
Menurut Adami Chazawi (2009: 102), tulisan (geschriftben) 
adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun 
dengan alat apaun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata atau 
kalimat dalam bahasa bahasa apapun yang isinya mengandung arti 
tertentu (dalam hal ini menyerang kehormatan dan nama baik orang), 
di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi 
(misalnya: kertas, papan, kain, dan sebagainya). Cara membuat 
benda tulisan dapat dilakukan dengan tangan, dengan mesin ketik, 
dengan mesin cetak dan dengan cara apapun. Tulisan boleh dibuat 
dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh umum 
atau orang-orang dimana tempat dimana temapt pencemaran itu 
dilakukan. Kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan diketahui 
umum. Untuk itu haruslah dengan bahasa yang dimengerti oleh 
lingkungan masyarakat dimana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan 
ataupun ditempelkan. 
Sedangkan, gambar atau gambaran ataupun lukisan 
(afbeeldingen) adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan 
tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas, dan cat, dengan alat apaun di 
atas kertas atau benda lainnya  yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. 
Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya 
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mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang 
dituju). Dicontohkan, untuk mencemarkan si A dengan tubuh orang 
dan kepala tikus yang mulutnya menggit uang ,dan dibawah gambar 
diberi nama si A. gambar ini mengandung makna koruptor. Jika 
disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan secara terbuka (openlijk) 
atau di muka umum. Sudah cukup bersifat mencemarkan nama baik 
serta kehormatan si A. 
 
E. Unsur-unsur Fitnah 
Menurut Adami Chazawi (2009: 111-112), nyatalah bahwa 
kejahatan fitnah (laster) bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, lepas dari 
kejahatan pencemaran dan pencemaran tertulis, melainkan merupakan 
betuk khusus pencemaran. Karena untuk terjadinya fitnah disyaratkan 
adanya pencemaran ataupun pencemaran tertulis. Jika rumusan Pasal 
311 Ayat (1) KUHP dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsur pencemaran 
atau pencemaran tertulis ada di dalamnya. Unsur-unsur selengkapnya 
sebagai berikut: 
1. Semua unsur (objektif dan subjektif dari: 
a. Pencemaran [Pasal 310 Ayat (1) KUHP]; atau 
b. Pencemaran tertulis [Pasal 310 Ayat (2) KUHP] 
2. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkannya itu benar 
3. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran 
tuduhannya 
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4. Apa yang menjadi isi tuduhan adalah bertentangan yang 
diketahuinya 
Unsur nomor 2, 3, dan 4 adalah berupa unsur kumulatif yang berupa 
tambahan agar pencemaran atau pencemaran tertulis dapat menjadi 
fitnah. Dengan melihat unsur nomor 2 dan 3 nampaknya bahwa dakwaan 
fitnah baru boleh dilakukan, dalam hal apabila dalam perbuatan terdakwa 
terdapat pencemaran atau pencemaran tertulis. Siapa yang membolehkan 
untuk membuktikan dakwaan itu benar, adalah majelis hakim. Oleh karena 
itu dapat dilihat bahwa fitnah baru ada, jika terbukti dalam perbuatan 
terdakwa terhadap pencemaran atau pencemaran tertulis. Kemudian 
dalam persidangan setelah hakim memperkenankan untuk membuktikan 
kebenaran tuduhannya, ternyata tidak berhasil atau perbuatan yang 
dituduhkannya itu tidak benar, barulah si pembuat yang demikian dapat 
dikatakan melakukan fitnah. 
Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh hakim yaitu sebagai berikut: 
- Untuk kepentingan umum, 
- Untuk mempertahankan diri, 
- Yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. 
Hal ini diatur Pasal 312 KUHP yang rumusannya sebagai berikut 
“ Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal- 
hal berikut: 
1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa 
kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, 
bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau 
karena terpaksa untuk membela diri; 
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2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam 
menjalankan tugasnya.” 
Memperhatikan rumusan Pasal 312 KUHP, maka dimuat dua butir, 
yakni ke-1 dan ke-2. Pada rumusan ke-2 tidak tercantum “kalau hakim 
membuktikan tentang tuduhannya. Jadi, jika difitnah adalah pegawai 
negeri dalam menjalankan jabatannya, maka tidak keliru jika penyidik 
meminta tersangka untuk membuktikan kebenaran perkataannya atau 
tulisannya (Leden Marpaung, 2010: 26). 
 
F. Teori Pemidanaan dan Penjatuhan Pidana 
Para sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan istilah umum 
untuk keduanya yaitu straf, istilah hukuman adalah istilah umum untuk 
segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. 
Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum 
pidana. 
Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada 
pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir 
tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana tindakan karena 
dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan 
tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas dan Yuyun 
Widyaningsih, 2010: 10), menyimpulkan bahwa pidana mengandung 
unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindakan pidana menurut undang-undang. 
Sementara yang dimaksud dengan pemindaan adalah tindakan yang 
diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Sudarto: 
“Bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum. Sehingga 
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan 
tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu 
peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi 
juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada 
hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu 
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali bersinonim 
dengan pemidanaan/pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”. 
Menurut M. Sholehuddin, mengatakan: 
“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan poilitik hukum pidana 
dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan 
pelaku”. (Amir Ilyasdan Yuyun Widyaningsih, 2010: 10-11). 
Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang 
biasa diterapkan mulai zaman Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda 
sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP yaitu: 
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a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok 
penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah 
dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. 
Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok 
penjara 
b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi (Amir Ilyas 
dan Yuyun Widyaningsih, 2010:12). 
 
1. Teori Pemidanaan 
Tujuan pemberian pidana atau pemidanaan selalu menjadi 
perdebatan para ahli hukum pidana dari waktu ke waktu. Tidak 
mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat 
menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya 
penjatuhan pidana dan pemidanaan itu. Mengingat umumnya tujuan 
pemidanaan tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, 
maka para ahli hukum menyebutnya sebagai “teori pemidanaan”. 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar, yaitu: 
a). Teori Absolut  
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. 
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Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah 
melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh 
karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan 
(kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya 
penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat 
penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan 
pidana mempunyai dua arah,yaitu: 
1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dan pembalasan). 
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) 
 
b). Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari 
sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan suatu yang terpaksa 
perlu diadakan. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
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1) Bersifat menakut-nakuti (afshrikking) 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
3) Bersifat membinasakan (onshadelijk maken) 
Sementara itu, pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu: 
1). Teori Pencegahan Umum  
Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan kepada 
penjahat ditujukan agar orang-orang umum menjadi takut untuk berbuat 
kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh 
masyarakat agar tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa 
dengan penjahat itu. 
Jadi, menurut teori pencegahan ini, untuk mencapai dan 
mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, 
pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum. 
2). Teori Pencegahan Khusus 
Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan 
yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan, dan 
mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan 
niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai 
dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu: 
a. Menakut-nakutinya 
b. Memperbaikinya 
c. Membuatnya menjadi tidak berdaya 
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c). Teori Gabungan 
Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan 
cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
Senada dengan yang diatas menurut Amir Ilyas dan Yuyun 
Widyanighsih (2010: 15-18) bahwa disamping teori absolut dan teori 
relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak 
mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi, 
dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki 
penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena 
terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua 
unsur teori tersebut menurut Hermien Hadiati Kosewadji adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
41 
 
Kelemahan teori absolut: 
a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak 
semua pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman mati, melainkan harus 
dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. 
b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan maka 
mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana? 
Kelemahan teori tujuan: 
a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah 
kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku 
kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk 
menakuti-nakuti saja. Sehingga menjadi tidak seimbang. 
b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-
mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan 
kepuasan dengan demikian diabaikan 
c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah 
kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit 
dilaksanakan. Misalnya terhadap residive. 
Dengan munculnya teori gabungan maka terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan 
pembalasan, adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi 
seimbang. 
Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur 
pembalasan yang dianut Pompe (Andi Hamzah, 2005:36) menyatakan: 
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“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-
cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah 
suatu sanksi dan dengan demikian terkait dengan tujuan sanksi-
sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. 
Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2005:36) pun menganut teori 
gabungan, ia menyatakan: 
“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara 
tujuan. jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan 
untuk mengembalikan  terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.” 
Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan  tata 
tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh berat dari ditimbulkannya dan 
bersifat pembalasan karena ia hanya menjatuhkan terhadap delik-delik 
yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat 
suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ia melindungi 
kesejahteraan masyarakat. 
Menurut Chairul Huda (2006: 132-134), tujuan pengenaan pidana 
atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, 
yaitu retributivism dan utilitarianism. Sekalipun kedua pandangan ini 
umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-
masing, tetapi baik negara-negara yang menganut common law system 
maupun civil law system menjadikan kedua pandangan ini sebagai 
pangkal tolak penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan. 
Retributivism mengandung pandangan bahwa tujuan pengenaan 
pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini 
43 
 
umumnya dijelaskan dengan teori retributive atau teori pembalasan. Teori 
ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. 
Berbeda halnya dengan utilitarianism yang diletakkan dasar-
dasarnya oleh Betham. Pandangan ini utamanya menentukan bahwa 
pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori 
manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas 
perbuatan. Dimana pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 
pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak 
pidana, tetapi mempunyai beberapa tujuan tertentu yang bermanfaat. 
2. Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis penjatuhan pidana, sebagaimana dirumuskan Pasal 10 KUHP. 
Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara 
pidana pokok dengan pidana tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari: 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda. 
 
Pidana tambahan terdiri dari: 
a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
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c. Pidana pengumuman keputusan hakim. 
Hukum pidana di Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan 
jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun 
perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana 
tambahan adalah sebagai berikut: 
1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), 
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. 
Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwaan oleh 
jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok 
sesuai dengan jenis dan batas maksimium khusus yang 
diancamkan pada tindak pidana yang diancamkan (imperatif). Sifat 
imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan 
tindak pidana, dimana didalam rumusan kejahatan maupun 
pelanggaran hanya dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu 
jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis 
pidana pokok lain), dan (b) tindak pidana yang diancamkan dengan  
dua atau lebih jenis pidana pokok, dimana sifatnya alternatif. Artinya 
hakim harus memilih salah satu saja. Sementara untuk menjatuhkan 
jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif). 
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian 
menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi 
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menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan 
menjatuhkan pidana pokok. 
Sesuai dengan penamaannya pidana tambahan, penjatuhan jenis 
pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana 
pokok. Melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. 
Sementara jenis pidana pokok dapat berdiri sendiri tanpa harus 
dengan menjatuhkan jenis tambahan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kantor Pengadilan 
Negeri Makassar, serta beberapa tempat yang menyediakan data maupun 
sejumlah referensi pustaka diantaranya di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu: 
1. Data Primer 
Data dalam peniltian ini diperoleh dari berbagai literatur, dokumen 
berkas putusan pengadilan, berkas penuntutan, peraturan perundang-
undangan dan sebagainya. Data jenis ini diperoleh dari Kantor Pengadilan 
Negeri Makassar maupun dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakan Pusat Universitas Hasanuddin. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 
langsung terhadap pihak yang terkait yakni Kantor Pengadilan Negeri 
Makassar. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, 
sebagai berikut: 
1) Studi dokumen, yaitu peneliti disini merangkum bahan-bahan pustaka 
yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur-literatur, berkas 
putusan pengadilan, berkas penuntutan, peraturan perundang-
undangan. 
2) wawancara (interview),yaitu peneliti disini mengadakan tanya jawab 
dengan pihak yang berkaitan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama 
Baik dengan putusan Nomor : 915/PID.B/2012/PN. MKS. 
Berbicara tentang tindak pidana kehormatan atau penghinaan telah 
tercakup pada batang tubuh UUD 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi 
Manusia adalah hak atas perlindungan diri, kehormatanan dan martabat 
(pasal 28 G), Dalam Batang UUD 1945 dari hari hasil amandemen 
keempat. Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak 
asasi manusia yang berhubungan dengan seoprang terhadap 
kehormatan/martabat seseorang. 
Guna menjerat para pelaku yang melakukan pencemaran nama baik  
atau melakukan pemberitaan palsu baik yang dilakukan secara lisan 
maupun tulisan yang barang tentu merugikan orang lain. Negara 
Indonesia kemudian mengaturnya dalam Kitab Undang – Undang Hukum 
Pidana Buku II Tentang Kejahatan, Bab XVI tentang Penghinaan yang 
terdiri dari menista (Pasal 310 KUHP), memfitnah (asal 311 KUHP), 
penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), mengaduh secara menfitnah 
(Pasal 317 KUHP), dan tuduhan secara menfitnah (Pasal 318 KUHP). 
Tindak pidana pencemaran nama baik yang lazim juga disebut tindak 
pidana penghinaan yang dibentuk oleh pembentuk undang – undang baik 
yang bersifat umum, maupun bersifat khusus, ditujukan untuk memberi 
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perlindungan kepentingan hukum bagi orang pada umumnya. Khususnya 
harga diri mengenai kehormatan (eer) dan harga diri mengenai nama baik 
(goeden naam) orang. Setiap orang memiliki harga diri mengenai 
kehormatan dan harga diri mengenai nama baik, begitu juga bahwa setiap 
orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan 
nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain (Adami Chazawi, 
2009 : 3). 
Sekalipun para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi 
kehormatan nama baik, akan tetapi sependapat bahwa kehormatan dan 
nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia.  
Berkenaan dengan kehormatan dan nama baik ini. Satochid 
Kartanegara (Ladeng Marpaung, 2010 : 7-8), mengutarakan mengenai 
seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan 
nama baik” antara lain menyetakan sebagai berikut ; 
“ ……Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan 
lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak 
agar kehormatannya tidak dilanggar”. 
Oleh karena itu walaupun tindak pidana penghinaan sudah diatur 
dalam undang – undang, akan tetapi tindak pidana yang menyebabkan 
tercemarnya nama baik orang lain ini paling sering terjadi dilingkungan 
sekitar, yang sangat terkait erat dengan kebebasan seseorang dalam 
menyampaikan pendapat dimuka umum, sehingga antara kedua hal 
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tersebut sering kali terjadi pertentangan, seperti dalam kasus dengan 
putusan Nomor:915/PID.B/2012/PN.MKS. 
 
B. Dakwaan Penuntut Umum 
Dari tindakan yang dilakukan terdakwa perempuan Diana Tobing 
dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal 
yaitu melanggar Pasal 311 KUHP. yang diuraikan dalam tuntutannya 
selaku penuntut umum yang tertuang surat dakwaannya adalah sebagai 
berikut: 
Dakwaan Tunggal Penuntut Umum 
Dengan didasari pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
maka sampailah kami (Jaksa Penuntut Umum) pada tahap pembuktian 
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, 
dalam perkara ini penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan 
Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 311 Ayat 1 KUHP, berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan kesatu tidak 
terbukti sehingga kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yang 
unsur-unsurnya  sebagai berikut: 
1. Barang Siapa 
2. Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertuils 
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar 
3. Tidak dibuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan 
dengan apa yang diketahuinya 
 
1. Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud dengan barang siapa disini untuk menentukan siapa 
pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan 
tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh 
fakta hukum bahwa terdakwa Diana Tobing telah menulis surat yang 
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ditujukan kepada korban Herlina alias Lina yang akan kami uraikan 
lebih lanjut. 
Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. 
 
2. Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan petunjuk 
diperolah suatu fakta hukum bahwa terdakwa membuat surat yang 
isinya sebagai berikut: 
Lina!!! Kau yang sebenarnya anjing, babi, sundal apa maksudmu 
jangan samakan mulut bawah dengan mulut atas? Kau yang pinjam 
uang, aku yang didatangani orang, anakku kawin lari apa rugimu? Dia 
kawin tidak ada masalah daripada kau, Ririn kawin sudah bawa perut 
(Hamil). Apa kau benar sekali hidup? (sadar dong) saya mau punya 
kawan laki-laki tidak ada urusanmu. Aku tauji sejarah hidup mu tapi 
cukup aku yang tau, tapi karena kau duluan yang cerita sama 
kawanku, kau kata-katai saya anjing sundal, saya juga punya hak 
mempermalukan kau. 
Selama ini aku diam, seenaknya kau kata-katai anjing. 
Kau pinjam uang anjing…!!! 
Jadi saya yang dipermalukan orang kau pinjam mulai bulan Oktober 
2010 tapi bunga uang mulai Desember 2010, Januari 2011, Februari 
2011, tidak ada kau bayar. 
Kau bilang sudah kau bayar kapan, anjing!!!!. 
Kau yang sebenarnya pembohong, topengji kau ke gereja jangan sok 
kaya tapi berutang tapi korban orang. Kau sudah cukup buat saya 
malu sekarang giliranku membuat kau malu. 
Surat ini akan kau sebarkan ke mertua Ririn, ke Asrama, ke 
Komplekmu tinggal dan aku akan adukan kau ke polisi dengan 
pencemaran nama baik. 
Tunggu saja panggilan polisi. 
Di kantor polisi kita selesaikan masalah pribadi kita dan saya akan 
datang tempatmu bergereja supaya terbuka semua, anjing……!!!! 
Siapa kau sebenarnya saya tidak main-main. 
 
Oleh karena itu kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi. 
 
3. Tidak dibuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa 
yang diketahuinya. 
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Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan petunjuk diperoleh 
suatu fakta hukum bahwa apa yang dituliskan oleh terdakwa dalam 
suratnya yang kemudian diserahkan kepada korban, keluarga korban 
ataupun security pada kompleks tempat tinggal terdakwa adalah tidak 
benar. Oleh kami itu berpendapat unsur ini telah terpenuhi. 
 
Oleh karena semua unsur tindak pidana yang diperoleh dari 
persesuaian antara alat-alat bukti yang sah, kami yakin bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan kami yakni melanggar Pasal 311 Ayat 1 
KUHP. 
 
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan didepan persidangan 
Pengadilan Negeri Makassar, meminta kepada Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. 
1. Menyatakan terdakwa Diana tobing telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 311 Ayat 1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Diana Tobing 
selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan supaya terdakwa 
dimasukkan dalam Rutan Klas I Makassar untuk menjalani pidana 
penjara. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kata hinaan 
tetap terlampir dalam berkas perkara  
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5000,- (lima ribu Rupiah). 
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D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor; 
915/PID.B/2012/PN. MKS.  
Kasus yang penyusun bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
pidana pencemaran nama baik secara tertulis yang dilakukan oleh 
seseorang warga yang bernama Diana Tobing dengan membuat surat 
dalam bentuk selebaran tertanggal  2 maret 2011 yang ditujukan kepada 
atas nama Herlina alias Lina yang dititipkan kepada Pajahidin selaku 
security komples untuk disampaikan kepada keluarga korban dan disekitar 
kompleks tempat tinggal si korban. 
Atas tindakan yang dilakukan perempuan Diana Tobing, karenanya 
korban merasa kehormatan dan nama baiknya dirusak. Ketentuan pidana 
yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam 
KUHP Bab XVI tentang Penghinaan yang dimana terdiri dari menista 
(Pasal 310 KUHP), memfitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan 
(Pasal 315 KUHP), mengadu secara memfitnah (Pasal 317 KUHP), dan 
tuduhan secara memfitnah (Pasal 318 KUHP). 
Bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa,  
Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 
311 Ayat (1) KUHP. Yang didasari atas alasan fakta yang terungkap 
dipersidangan, yang berkeyakinan bahwa dakwaan kesatu tidak terbukti 
sehingga penuntut umum akan membuktikan dakwaan selanjutnya. 
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Jika dilihat dari pangkal pokok berkenaan dengan dakwaan penuntut 
umum sekalipun pada hakikatnya menunjukkan hanya satu perbuatan  
tindak pidana, karena dakwaan tunggal itu sendiri merupakan bentuk 
dakwaan yang hanya terdapat satu tindak pidana, dengan tidak 
terdapatnya tindak pidana lainnya sebagai alternatif ataupun sebagai 
pengganti yang kemungkinannya mengakumulasikan dan 
mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Akan tetapi dalam dakwaan penuntut umum menyebutkan adanya 
dakwaan kesatu tidak terbukti, dengan alasan ini memberikan pengertian 
bahwa dakwaan penuntut umum bukanlah merupakan dakwaan tunggal 
yang seharusnya. 
Karena dengan adanya dakwaan penuntut umum yang kesatu  tidak 
terbukti, menunjukkan adanya tindak pidana lainnya, sebagai alternatif 
atau pengganti kemungkinan mengakumulasikan dan mengkombinasikan 
tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum.  
Sehingga tidaklah tepat penuntut umum dalam surat dakwaannya 
menuntut terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, dengan 
melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan tunggal, yang 
semestinya penuntut umum dalam surat dakwaannya, selain Pasal 311 
Ayat (1) termasuk yang dilanggar terdakwa Pasal 310 (1). Yaitu dakwaan 
Primair dalam Pasal 311 Ayat (1) dan dakwaan Subsidair/pengganti dalam 
Pasal 310 (1). Menurut M. Yahya Harahap (2009: 402), bentuk surat 
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dakwaan subsidair/pengganti adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua 
atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut-turut), 
mulai dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai dakwaan tindak 
pidana “yang ringan”. 
Maka sungguh lebih tepat apabila penuntut umum menggunakan 2 
(dua) dakwaan yakni dakwaan primair menurut Pasal 311 ayat (1) KUHP, 
dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan subsidair/ 
pengganti menurut Pasal 310 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana 
penjara maksimal sembilan bulan. Tetapi realitas (kenyataannya), 
penuntut umum hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 311 
Ayat (1) KUHP.  
Dengan mendasari surat dakwaan penuntut umum, tidak perlu lagi 
mencari tindak pidana lain yang berhubungan tuntutan penuntut umum, 
karena tindak pidana yang dilanggar terdakwa Pasal 311 Ayat (1) ternyata 
ada tindak pidana lain sekalipun tindak pidana itu tidak terbukti. Karena 
adanya unsur sengaja (dolus/opzet) dalam dakwaan terdakwa yang 
terdapat dalam rumusannya sehingga lebih tepat apabila penuntut umum 
memberikan dakwaan alternatif yang dimana dakwaan primair Pasal 311 
Ayat (1) KUHP tentang memfitnah dan subsidair Pasal 310 Ayat (2) KUHP 
tentang pencemaran nama baik secara tertulis. 
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E. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Perkara Putusan Nomor: 915/PID.B/2012/PN.MKS. 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan 
keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian 
fakta-fakta yang ada dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan 
(fakta persidangan). 
Fakta persidangan adalah realitas (kenyataan) yang timbul dalam 
proses pemeriksaan perkara di muka persidangan yang ditarik dari 
seluruh alat bukti maupun barang bukti yang ada. Fakta persidangan ini 
juga menjadi barometer bagi hakim untuk mengeluarkan putusan tentang 
alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta persidangan). Putusan 
tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh 
penuntut umum dan untuk selanjutnya menentukan apakah terdakwa 
bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan. Sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak 
menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang 
dimiliki oleh terdakwa. 
Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi 
dan terdakwa dan mereka menyatakan mengenal serta tidak 
berkeberatan. Bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan 
terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan muka 
persidangan dan dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya 
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sedemikian rupa telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
 Bahwa benar terdakwa telah membuat surat berisi hinaan tertanggal 2 
maret 2011 bertempat di Kompleks Perumahaan Villa Pesona Baruga 
Blok C No. 1 , Kecamtan Manggala, Kota Makassar. Yang kemudian 
ditujukan kepada: 
1) Herlina Alias Lina (korban) 
2) Pajahidin (saksi) 
3) Yulianti (saksi) 
 Bahwa benar terdakwa dengan sengaja menulis surat berisi hinaan 
yang ditujukan kepada Herlina Alias Lina 
 Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa menyuruh kepada saksi Eni 
untuk menagih korban atas uang yang dipinjam oleh korban kepada 
terdakwa. 
 Bahwa benar saksi Eni menagih korban, korban mengeluarkan kata-
kata yang ditujukan kepada terdakwa “tolong jangan samakan mulut 
atas dan mulut bawahmu, anaknya itu kawin lari, setan anjing, saya 
sudah bayar 4 kali tetapi kamu bilang belum”. 
 Bahwa benar isi surat pengaduan yang dibuat terdakwa pada 
pokoknya adalah sebagai berikut: 
1) LINA !!!  Kau Sebenarnya Anjing, Babi, Sundala. 
2) Apa Maksudmu ;jangan samakan Mulut bawah dengan mulut 
atas..? 
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3) Kau yang pinjam uang, Aku yang didatangi orang. 
4) Anakku Kawin Lari apa rugimu..? 
5) Dia kawin tidak ada masalah dari pada Kau. 
6) RIRIN kawin sudah bawah perut (Hamil) apa kau sudah benar 
hidupmu..?. 
7) (Sadar Dong) Saya mau punya kawan laki-laki tidak ada urusanmu, 
Aku tauji sejarah hidupmu, tapi cukup Aku yang tau. 
8) Tapi Kamu duluan yang cerita sama kawanku, Kau kata-katai Saya 
Anjing, Babi, Sundala. 
9) Saya juga punya hak mempermalukan Kau. 
10) Selama ini Saya diam, seenaknya Kau kata-katai Saya Anjing, Kau 
yang pinjam uang, Anjing !!!. jadi Saya dipermalukan orang,  
11) Kau pinjam mulai bulan Oktober 2010, tapi bunga uang mulai 
Desember 2010, Januari 2011, Februari 2011, tidak ada Kau bayar, 
Kau bilang sudah Kau bayar, kapan Anjing !!!. 
12) Kau sebenarnya pembohong, topengji Kau ke Gerejah, jangan sok 
kaya tapi bautang tapi korbankan orang. 
13) Kau sudah cukup buat Saya malu, sekarang giliranku membuat 
Kau malu, surat ini akan disebarkan kemertua RIRIN, ke Asrma, ke 
Kompleksmu tinggal dan Aku akan adukan Kau ke Polisi dengan 
pencemaran nama baik, tunggu saja panggilan Polisi. 
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14) Di Kantor Polisi kita selesaikan masalah pribadi kita dan Saya akan 
datangi tempatmu bergereja supaya terbuka semua Anjing !!!, siapa 
Kau sebenarnya Saya tidak main-main. 
 Bahwa benar isi surat yang dituliskan oleh terdakwa dalam suratnya 
tidak sesuai dengan apa yang saksi lihat dalam keseharian korban dan 
anaknya. 
 Bahwa benar surat yang ditulis oleh terdakwa kemudian disebarkan ke 
korban, keluarga korban maupun satpam pada perumahan tempat 
tinggal korban. 
 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu pada 
keluarga, pada tetangga dan merasa kehormatan korban diserang. 
 Bahwa benar apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar. 
Menurut Moeljatno (Sofjtan Sastrawidjaja, 1990: 116-117), 
menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil 
yaitu perbuatan (manusia), dimana perbuatan itu dilarang oleh hukum dan 
larangan itu disertai sanksi, sedangkan unsur materiil adalah perbuatan itu 
harus bersifat melawan hukum haruslah mampu membuktikan semua 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa di muka 
peradilan. 
Merut hemat penyusun, apabila salah satu unsur tindak pidana tidak 
dapat dibuktikan di persidangan, maka pengadilan yang memeriksa dan 
mengadili harus memutus terdakwa dengan putusan bebas (vrijspraak). 
Dengan kata lain, tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian (yaitu 
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sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim 
(Pasal 183 KUHAPidana). 
Adapun dakwaan dari jaksa penuntut umum yang menjadi 
pertimbangan oleh majelis hakim terhadap terdakwa adalah berupa 
dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 311 Ayat 1 KUHP. Dakwaan yang 
diberikan penuntut umum oleh terdakwa, mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Dengan Sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau 
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkan itu benar 
3. Tidak di buktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan 
apa yang diketahuinya 
 
1. Barang Siapa 
Barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak 
pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana 
tersebut dan memiliki pertanggungjawaban terhadap perbuatannya itu. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa dan barang bukti, 
yang mana dari keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa 
terdakwa Diana Tobing adalah subjek hukum yang keadaan kemampuan 
jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar). Terdakwa juga secara sadar dan sengaja menulis 
surat berisi hinaan terhadap korban yang bernama Herlina alias Lina 
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tertanggal 2 maret 2011 bertempat di Kompleks Perumahaan Villa Pesona 
Baruga Blok C No. 1 , kecamtan Manggala, kota Makassar dan dibuat 
sendiri oleh terdakwa. 
Terdakwa sebagai subjek hukum yang menjadi pelaku dalam 
tindakan tersebut atau dengan kata lain terhadap unsur “barang siapa” ini 
Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan menyakinkan. 
2. Dengan Sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau 
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkan itu benar 
Unsur “dengan sengaja” yaitu seseorang yang melakukan suatu 
perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) akan perbuatan itu 
serta harus menginsafi atau mengerti (waten) akan akibat dari perbuatan. 
Sengaja yang ditujukan dengan maksud diketahui umum, artinya 
juga bahwa si pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang 
kehormatan atau nama baik orang, disadarinya bahwa, dengan 
melakukan perbuatan tersebut, perihal apa yang dituduhkan dapat 
diketahui oleh umum.  Kesadaran seperti ini juga ada dan terkandung 
dalam unsur maksud supaya diketahui umum. Kesadaran seseorang 
mengenai diketahui umum dalam hendak melakukan perbuatan, dan 
kemudian perbuatan itu sungguh dilakukan maka berarti orang itu 
menghendaki agar p[erbuatan tersebut diketahui oleh umum. 
Kesengajaan (opzettelijk) dalam pencemaran adalah kesengajaan 
dalam arti sempit yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 
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saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki 
melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik atau nama 
baik orang, dan Dia menghendaki melakukannya dengan cara 
menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Perihal kesadaran bahwa dari 
perbuatannya dapat menimbulkan akibat dari mempermalukan orang, juga 
ada dan penting dalam pencemaran nama baik. Hal ini pun dapat 
diketahui dari unsur kesalahan yang satunya yakni maksudnya terang 
supaya dkietahui umum. Dalam unsur ini tersirat pengetahuan bahwa 
perbuatannya tersebut dapat mendatangkan akibat tercemarnya 
kehormatan atau nama baik orang lain. Kesadaran seperti itu merupakan 
ciri dari kejahatan pencemaran nama baik. Oleh karena itu dapat dimngerti 
kalau Hoge Raad dalam pertimbangan hukum dalam salah satu 
putusannya (11-12-1899) menyatakan “menuduhkan suatu perbuatan 
yang benar adalah pencemaran apabila pelaku berbuat demikian tidak 
demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau 
melukai seseorang (Adami Chazawi 2009: 98-99). 
Majelis hakim membolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkan itu benar dirumuskan dalam Pasal 312 KUHP, terdapat 3 hal, 
yaitu: 
a) Apabila tuduhan itu dilakukan oleh si pembuat dengan 
mengemukakan alasan untuk kepentingan umum. 
b) Apabila tuduhan itu dilakukan karena terpaksa untuk membela diri. 
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c) Apabila tuduhan ditujukan pada seorang pegawai negeri yang 
isinya mengenai hal-hal dalam menjalankan tugasnya. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 
terdakwa melakukan perbuatannya menghendaki perbuatannya dan 
perbuatan tersebut telah diinsafi dan dimengerti oleh terdakwa dengan 
cara menuliskan sesuatu. Serta terdakwa yang telah membuat secara 
tertulis berupa hinaan atau surat tertanggal 2 maret 2011, surat yang 
berisi hinaan itu dibuat dan disebarkan oleh terdakwa ke korban, keluarga 
korban maupun satpam pada perumahan tempat tinggal korban. 
Terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti. 
 
3. Tidak di buktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan 
apa yang diketahuinya 
Menurut Adami Chazawi (2009: 120-121), apabila si pembuat 
pencemaran menuduhkan perbuatan pada orang lain, perbuatan mana 
berupa tindak pidana, maka dalam hal demikian bisa terjadi terhadap si 
pembuat tindak pidana yang dituduh tadi dilakuan penyidikan dan 
penuntututan pidana di sidang pengadilan. Dalam hal ini berlakulah Pasal 
314 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: 
“(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, 
dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan 
karena fitnah tidak mungkin. 
(2) Jika dia dengan putusan hakim yang telah menjadi tetap 
dibebaskan dari yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang 
sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar 
(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena 
hal yang dapat dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah 
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dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal 
yang menjadi tuduhan.” 
 
Unsur “tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 
diketahuinya” yaitu memilki maksud yang dimana terdakwa menuduh 
seseorang yang isi dari tuduhannya tersebut tidak benar atau 
bertentangan dari apa yang diketahui oleh terdakwa ataupun korban 
terhadap pencemaran nama baik.  
Apabila amar putusan pengadilan terhadap orang yang dituduh tadi 
berisi pernyataan bersalah dan telah menjadi tetap, maka pemidanaan 
karena fitnah tidak mungkin terjadi seperti apa yang telah dirumuskan 
dalam Pasal 314 Ayat (3). Ketentuan ini sangat logis, karena orang yang 
menuduhkan perbuatan dan terbukti benar apa yang dituduhkan dan 
terbukti benar dalam rangka terpaksa membela diri atau karena 
kepentingan umum, adalah tidak memenuhi unsur dari fitnah. Fitnah telah 
tidak terjadi. Terdakwa fitnah tadi dibebaskan (vrijzpraak). 
Berdasarkan fakta-fakta dari persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan petunjuk 
diperoleh dari suatu fakta hukum bahwa apa yang dituliskan oleh 
terdakwa dalam suratnya yang kemudian diserahkan kepada korban, 
keluarga korban ataupun security pada kompleks tempat tinggal terdakwa 
adalah tidak benar. Oleh majelis hakim berpendapat unsur ini telah 
terpenuhi. 
Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dan sanksi pidana terhadap kasus diatas, majelis hakim terlebih dahulu 
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melakukan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
meringankan hukuman  bagi terdakwa sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan: 
-  Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan 
merasa nama baiknya tercemar 
 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 
Menurut penyusun bahwa hal-hal yang membenarkan terdakwa yang 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebelum 
menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Putusan Nomor: 
915/PID.B/2012/PN.MKS lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan 
dari tindak pidana pencemaran nama baik dan sikap terdakwa pada 
diperiksa di pengadilan. Berbeda dengan pendapat Jonkers, bahwa dasar 
hukum strafverhogingsgronden atas dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum yaitu: 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri, 2. Recidive 
(pengulangan delik) atau concorsus (Andi Zainal Abidin Farid, 2010: 
427). 
Majelis hakim setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Perempuan Diana 
Tobing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan 
pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali di kemudian hari ada perintah 
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lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa karena terdakwa 
dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran sebelum masa 
percobaan selama 6 (enam) bulan: 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan beberapa 
narasumber yang berkompeten dalam perkara tersebut, maka penyusun 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan kurang tepat dalam hal mencapai kepastian hukum 
karena pemisahan penanganan antara fitnah dengan perbuatan yang 
dituduhkan dapat menimbulkan keragu-raguan atas kepastian hukum.  
Majelis hakim mendasari pertimbangannya terhadap surat tuntutan 
yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dalam surat 
tuntutannya terdapat analisis yuridis dimana pada unsur “melakukan 
kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk 
membuktikan apa yang dituduhkan itu benar” tidak pasti secara analogi 
hukum. Penuntut umum menganalisa perkara tersebut hanya berdasar hal 
subjektif saja dalam surat yang berisi hinaan tersebut tanpa memahami 
secara keseluruhan isi dari surat tesebut. Dalam hal ini terdapat kata-kata 
hinaan yang menyebut “anjing, babi sundal!” yang tidak bisa dibuktikan 
kebenarannya, karena dalam logika hukum pada hakikatnya manusia 
bukanlah makhluk yang bisa berubah wujud. Maka dalam hal ini 
pembuktian terhadap isi surat tersebut dengan hubungannya dengan 
unsur pelanggaran Pasal 311 Ayat (1) KUHP tentang fitnah (lester), 
tidaklah tepat.  
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Jika sekiranya surat hinaan Itu ditujukan kepada anak korban yang 
bernama Ririn, sungguh tepat bila penuntut umum menjatuhkan terdakwa 
Pasal 311 Ayat (1) KUHP, karena dalam isi surat tersebut mengatakan 
bahwa Ririn kawin sudah bawa perut (Hamil), yang bisa diperbolehkan 
oleh terdakwa untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian penuntut 
umum perlu mengkaji lebih dalam apakah dia betul hamil sebelum nikah. 
Inilah yang seharusnya yang menjadi objek pebuatan dalam menuntut 
terdakwa. Dan apabila tidak terbukti benar apa yang dituduhkan itu, maka 
terdakwa melanggar Pasal 311 Ayat (1) tentang fitnah 
Menurut Leden Marpaung (2010:26-27), penerapan Pasal 311 
KUHP juga diatur Pasal 314 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: 
“ (1) Kalau orang yang dihina, dengan keputusan hakim yang sudah 
tetap, dinyatakn bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan 
itu, pengukuman karena fitnah tidak boleh dijatuhkan, 
 (2) Jika dengan putusan hakim yang sudah tetap ia dibebaskan dari 
tuduhan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka putusan 
hakim itu dipandang menjadi bukti yang cukup bahwa tuduhan itu 
tidak benar. 
 (3) jika penuntutan yang dihina telah dimulai karena perbuatan 
yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena ftinah 
ditangguhkan sampai perbuatan yang dituduhkan itu diputuskan 
dengan putusan hakim yang tetap.” 
Rumusan Pasal 314 KUHP adalah hal yang logis guna menciptakan 
kepastian hukum karena pemisahan penanganan antar fitnah dengan 
perbuatan yang dituduhkan dapat menimbulkan keragu-raguan atas 
kepastian hukum. Dengan rumusan Pasal 314 KUHP, maka hal tersebut 
dapat dicegah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Komentar Terhadap Dakwaan Pununtut Umum  
Berdasarkan dari uraian-uraian yang diatas, maka tibalah penulis 
memberikan komentar atau pendapat dalam penerapan hukum dalam 
Putusan Nomor: 915/PID.B/2012/PN.MKS, sebagaimana dakwaan 
penuntut terhadap terdakwa yang diuraikan sebagai berikut : 
1. Bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum dalam dakwaannya 
terhadap terdakwa Diana Tobing yang melakukan tindak pidana,  
berawal dari adanya perselisihan antara terdakwa Diana Tobing 
dengan korban Herlina alias Lina, kemudian terdakwa membuat surat 
selebaran tertanggal 02 Maret 2011 yang mana surat selebaran 
tersebut terdakwa menuliskan tentang hinaan dan makian terhadap 
korban Herlina Alias Lina dan anaknya Ririn Pricia E yang isinya 
sebagai berikut :  
“LINA !!! kau Sebenarnya anjing, babi, sundala. Apa maksudmu 
;jangan samakan mulut bawah dengan mulut atas..? Kau yang 
pinjam uang, aku yang didatangi orang. anakku kawin lari apa 
rugimu..? Dia kawin tidak ada masalah dari pada kau. Ririn kawin 
sudah bawah perut (Hamil) apa kau sudah benar hidupmu..? (Sadar 
Dong) saya mau punya kawan laki-laki tidak ada urusanmu, aku tauji 
sejarah hidupmu, tapi cukup aku yang tau. tapi kamu duluan yang 
cerita sama kawanku, kau kata-katai saya anjing, babi, sundala. 
Saya juga punya hak mempermalukan kau.  
Selama ini saya diam, seenaknya kau kata-katai saya anjing,  
kau yang pinjam uang, anjing…!!!.  
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Jadi saya dipermalukan orang, kau pinjam mulai bulan Oktober 
2010, tapi bunga uang mulai Desember 2010, Januari 2011, Februari 
2011, tidak ada kau bayar, ] 
Kau bilang sudah kau bayar, kapan Anjing !!! 
Kau sebenarnya pembohong, topengji kau ke gereja, jangan sok 
kaya tapi berhutang tapi korbankan orang. kau sudah cukup buat 
saya malu, sekarang giliranku membuat kau malu,  
Surat ini akan disebarkan ke mertua Ririn, ke Asrama, ke 
Kompleksmu tinggal dan Aku akan adukan kau ke Polisi dengan 
pencemaran nama baik,  
tunggu saja panggilan Polisi.  
Di kantor polisi kita selesaikan masalah pribadi kita dan saya akan 
datangi tempatmu bergereja supaya terbuka semua anjing !!!, siapa 
kau sebenarnya saya tidak main-main.” 
 
Berdasarkan dengan surat yang berisi hinaan tersebut, penuntut 
umum mendakwa terdakwa melakukan kejahatan pencemaran 
atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa 
yang dituduhkan itu benar, tidak dibuktikannya dan tuduhan 
dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui dengan cara 
membuat selebaran kemudian disebarkan/bagikan ke beberapa 
orang antara lain Ke Yuliastri, Yulianti dan Pos Satpam Kompleks 
rumah saksi korban termasuk saksi korban sendiri, sehingga 
Penuntut umum  dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam 
pidana Pasal 311 Ayat (1) KUHP. 
Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum, penyusun tidak 
melihat penuntut umum memasukkan dalam surat dakwaannya 
pasal lain selain Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Sebagai tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa, penyusun juga berpendapat bahwa 
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kurang tepat bila dalam surat dakwaan penuntut umum beralasan 
dengan keyakinan bahwa dakwaan kesatu tidak terbukti, 
sehingga penuntut umum membuktikan dakwaan selanjutnya yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut ; 
1) Barang siapa 
2) Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar 
3) Tidak dibuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan 
dengan apa yang diketahuinyua. 
Maka dari itu, penyusun berpendapat tidak perlu Penuntut umum 
menyatakan dengan keyakinannya bahwa dakwaan kesatu tidak 
terbukti, karena tidak ada Pasal lain yang disebutkan dalam surat 
dakwaannya selain Pasal 311 Ayat (1) KUHP.  
2. Berkenaan dengan dakwaan kesatu tidak terbukti seperti yang tertera 
diatas, hal ini memberikan pengertian bahwa selain dakwaan pidana 
Pasal 311 Ayat (1) KUHP, yang mana dalam perbuatan tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa Diana Tobing masih ada dakwaan lain yang 
berhubungan dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak tepat bila 
Penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal 
yakni Pasal 311 Ayat (1) KUHP, akan tetapi bila dihubungkan dengan 
fakta (kenyataannya) adanya dakwaan yang tidak terbukti, maka lebih 
tepat bila penuntut umum memberikan dakwaan alternatiif/pengganti 
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kepada terdakwa yakni selain menuntut terdakwa Pasal 311 Ayat (1) 
KUHP sebagai dakwaan primair, terdakwa juga dituntut Pasal 310 
Ayat (2) KUHP sebagai dakwaan subsidair, sehingga dakwaan 
penuntut umum sangat tepat dalam menjerat terdakwa dalam 
perbuatannya telah melakukan tindak pidana memfitnah yang 
terdapat pada Pasal 311 Ayat (1) dan melakukan tindak pidana 
pencemaran nama baik secara tertulis yang terdapat pada Pasal 310 
Ayat (2) KUHP. 
3. Penyusun disini tidak sependapat terhadap dakwaan penuntut umum, 
bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dipersidangan 
berupa surat berisi hinaan tersebut hinaan yang tertera diatas, 
nampaknya penuntut umum tidak sepenuhnya mencermati isi surat 
tersebut sebagai objek sanksi pidana dalam surat dakwaan yang 
ditujukan kepada terdakwa Diana Tobing Pasal 311 Ayat (1) KUHP, 
karena : 
- Dalam isi surat terdapat kata-kata yang tidak memungkinkan 
untuk dianalogikan secara hukum seperti kata-kata “anjing, babi 
dan sundala”, yang dimana kata-kata semacam ini mustahil 
orang dapat berubah wujud atau bertingkah laku seperti Anjing, 
Babi dan Sundala sehingga tidak dapat dijadikan alasan hukum 
untuk membutikan wujud semacam ini. 
- Dalam isi surat selain kata-kata seperti diatas, terdapat kata-
kata atau kalimat berbunyi Kau pinjam uang, aku yang 
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didatangi orang, Ririn Kawin sudah bawa perut (hamil) ,  
dan kata-kata atau kalimat yang berbunyi Kau pinjam uang 
mulai bulan Oktober 2010, bunga uang mulai Desember 
2010, Januari 2011 Pebruari 2011 tidak ada kau bayar, dan 
kata-kata atau kalimat lain yang berbunyi kau sebenarnya 
pembohong. 
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang ada dalam isi surat yang 
berbentuk selebaran inilah seharusnya ditegaskan menjadi 
acuan penuntut umum untuk menjerat terdakwa dalam 
perbuatannya melakukan tindak pidana, karena kesemuanya ini 
memungkinkan untuk dibuktikan dihadapan persidangan. 
4. Bahwa dalam fakta (kenyataannya) di persidangan salah satu saksi 
korban yang tidak dihadirkan adalah Ririn Pricia E anak kandung 
Herlina Alias Lina, untuk didengar kesaksiannya terkait dengan 
adanya hinaan atau tuduhan terdakwa terhadap Ririn Fricia E, yang 
dituduh hamil sebelum nikah, karena tuduhan atau fitnah ini dapat 
dibuktikan apakah itu benar atau tidak sehingga pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap 
terdakwa dalam perkara ini dengan Nomor ; 915/PID.B/2012/PN. 
MKS bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
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B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Nomor :  
915/PID.B/2012/PN.MKS 
Bahwa berdasarkan uraian di pembahasan terkait dengan terjadinya  
perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Diana Tobing,  dalam 
perkara nomor 915/PID.B/2012/PN.MKS, Penuntut Umum mendakwa 
kepada terdakwa sebagai pelanggaran fitnah atau pencemaran yang 
terdapat dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan tunggal. 
 Yang pada dasarnya penyusun berpendapat bahwa dakwaan 
penuntut umum telah sesuai proses secara hukum formil atau secara 
hukum acara telah terpenuhi dan adalah sudah tepat, akan tetapi dalam 
penerapan materiilnya belum tepat, karena ; 
1) Isi dakwaan tidak sepenuhnya dicermati secara analogi hukum, 
mengenai awal terjadi perbuatan tindak pidana fitnah ataupun 
pencemaran nama baik secara tertulis dalam menerapkan pasal yang 
dilanggar terdakwa Diana Tobing yakni Pasal 311 Ayat (1) KUHP. 
2) Sekiranya Penuntut Umum lebih mengkaji lebih dalam atas perbuatan 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa Diana Tobing, maka dakwaan 
Penuntut umum sangat tepat bila dalam dakwaan Penuntut umum 
mencantumkan 2 (dua) atau beberapa pasal dakwaan bukan saja 
Pasal 311 Ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam hubungan perbuatan  
tindak pidana yang dilakukan terdakwa Diana Tobing dapat 
dimungkinkan melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP, sehingga dalam 
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dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatif/pengganti yakni 
dakwaan primair yang melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP dan 
dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP. 
3) Dalam analisis yuridis yang tertera dalam surat tuntutan Penuntut 
umum, Penuntut Umum hanya berdasar pada fakta (kenyataannya) 
yang terungkap dipersidangan, yang seharusnya sejak semula 
sebelum terdakwa dihadapkan pada persidangan, Penuntut Umum 
telah menyusun dakwaan secara berturut (berurut-urutan) yang 
dimulai dari sanksi “yang terberat” sampai sanksi “yang terringan”  
 
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor; 
915/PID.B/2012/PN.MKS. 
Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, 
kemudian surat tuntutannya, tibalah pada pertimbanmgan hukum Hakim 
dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Diana Tobing selaku 
terdakwa dalam Perkara ini,  dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam 
Putusannya Nomor : 915/PID.B/2012/PN. MKS, pada intinya penyusun 
dapat kemukakan sebagai berikut : 
“ Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang 
pada pokoknya mohon agar dikurangi karena terdakwa menyesali 
perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi. 
Menimbang, bahwa ia terdakwa Diana Tobing telah dihadapkan 
ke persidangan dengan dakwaan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. 
Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah 
menghadapkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama 1. 
HERLINA ALIAS LINA dan 2. PAJAHIDIN YANG PADA POKOKNYA 
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MEMBERATKAN TERDAKWA SEBAGAIMANA TERMUAT 
SELENGKAPNYA DALAM BERITA ACARA. 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah atas tindak pidana. 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan 
merasa nama baiknya tercemar 
- Hal-hal yang meringankan : 
- - Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya 
persidangan 
- - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
- - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 
- Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus 
diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan ; 
- Menimbang, bahwa terdakwa tetap dalam tahanan ; 
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa 
harus dibebani pula membayar biaya perkara ; 
- Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHP 
 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa DIANA TOBING telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan 
yang dilakukan secara tertulis” 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan tindak pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan 
ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di 
kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena 
terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan / pelanggaran 
sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan; 
- Menyatakan barang bukti berupa: 
I. 4 (empat) lebaran kata hinaan tetap terlampir dalam berkas 
perkara; 
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 
5.000,- (lima ribu rupiah).” 
Bahwa dengan mencermati Pertimbangan hukum hakim dalam 
Putusan Nomor ; 915/PID.B/2012/PN. MKS, nampaknya menurut hemat 
penyusun, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat lebih 
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spesifiik isi surat acuan dakwaan penuntut umum, sebab dalam isi surat 
yang dibuat dan ditulis terdakwa dalam bentuk selebaran termuat kata-
kata ataupun kalimat yang dapat dijadikan alasan pelanggaran kejahatan  
sebagaimana terdapat pada Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang dilanggar 
terdakwa, dengan kata-kata atau kalimat tuduhan seperti adanya utang  
saksi korban yang belum dibayar utang, kepada terdakwa, adanya kata-
kata atau kalimat tuduhan saksi Ririn Fricia E anak kandung saksi korban 
Herlina Alias Lina yang sudah membawa perut (Hamil) sebelum nikah, 
dengan kata-kata atau kalimat tuduhan yang mengakibatkan saksi korban 
Herlina Alias Lina membawa perasaannya dan nama baiknya menjadi 
tercemar dan terhina di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. 
Maka menurut hemat penyusun seharusnya dalam pertimbanmgan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor; 
915/PID.B/2012/PN.MKS, mempertimbangkan kata-kata atau kalimat yang 
memungkinkan pembuktiannya apakah terbukti atau tidak kata-kata atau 
kalimat tuduhan tersebut, sehingga dalam pertimbangan hukum Hakim 
ada tidaknya tuduhan terdakwa terbukti. 
Bahwa salah satu dari tuduhan terdakwa terhadap saksi korban Ririn 
Fricia E, nampaknya tidak dihadirkan dipersidangan padahal pokok 
dakwaan Penuntut umum ada pada saksi korban Ririn Fricia, E anak 
kandung saksi korban Herlina Alias Lina, sehingga pelanggaran terdakwa 
yang terdapat dalam Pasal 311 Ayat (1) dapat terpenuhi dalam 
menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. 
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D. Kesimpulan dan Saran 
I. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan penyusun, yang telah diuraikan 
dalam penelitian, maka penyusun mengambil kesimpulan, antara lain: 
1. Bahwa istilah fitnah dan pencemaran khususnya daam hukum 
pidana, masih menjadi sorotan dan persoalan dari kalangan 
praktisi hukum maupun kalangan akademisi hukum termasuk 
aparat penegak hukum. 
2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur 
tindak pidana tentang kejahatan kehormatan masih memakai 
produk dari jaman Belanda yang tidak sesuai situasi dan kondisi 
saat ini. 
3. Di dalam perkembangannya istilah fitnah dan pencemaran nama 
baik yang saat sekarang ini, memerlukan batasan dan rumusan 
pedoman yang pasti demi tercapainya kepastian hukum 
II. Saran 
Pada akhirnya dalam skripsi ini, penyusun mengajukan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Kiranya tindak pidana tentang fitnah dan juga pencemaran nama 
baik perlu ditingkatkan pengetahuan dan informasi pentingnya 
kesadaran hukum baik kepada masyarakat pada umumnya, 
maupun penegak hukum pada khususnya. 
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2. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa walaupun Undang-
Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada seseorang berupa 
kebebasan berpendapat. Akan tetapi, masyarakat juga harus sadar 
bahwa kebebasan dimaksud selama tidak merugikan orang lain, 
maka dianggap sah-sah saja. 
3. Kiranya tindak pidana atas kehormatan dapat menjadi mata kuliah 
atapun pelajaran baru dalam memahami tentang tindak pidana 
penghinaan itu sendiri dikalangan akademisi hukum. 
4. Perlunya diterbitkan KUHP baru digantikan KUHP lama untuk 
menambah apa yang menjadi kekurangan serta menyesuaikan 
keadaan masyarakat dalam perkembagan saat ini dan masa 
mendatang. 
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